PUTUSAN

Nomor 1318/Pdt.G/2016/PA.Bm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bima yang memerksa dan mengadili perkara
tertentu upada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan
putusan parkara cerai gugat antara:

Rosmawati, S. Pd binti Drs. Mansyur, umur 45, tahun, agama Islam,
pekerjaan Honorer (TK Negeri 19 Santi Kota
Bima), pendidikan S1, tempat kediaman di Jin.
Gatot Subroto - Lingkungan Sadia | RT.002 RW.
001 (dirumah Kost H. Aria H. Agus Suharti)
Kelurahan Sadia Kecamatan Mpunda Kota Bima,
sebagai Penggugat;

melawan

M. Husni Thamrin, SP bin M. Saleh, umur 46, tahun, agama Islam,
pekerjaan Wiraswasta, pendidikan S1 termpat
kediaman di Jin. Nangka - Lingkungan Samporo

RT.010 RW. 004 Kelurahan Manggemaci

it

Kecamatan Mpunda Kota Bima, sebagai
Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut:

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta para saksi di

muka sidang;
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DUDUK PERKARA
Bahwa Penggugat dalam surat permohonannya tanggal 16
September 2016 telah mengajukan gugatan cerai gugat yang telah didaftar di
Kepaniteraan Pengadilan Agama Bima dengan MNomor
1318/Pdt. G/2016/PA.Bm tanggal 18 Septerber 2016 dengan dalil-dalii
sebagai ;:en'kut :
Bahwa, pada tanggal 04 Januari 2002, Penggugat dengan Tergugat
melangsungkan pernikahan yang dicatat aleh Pegawai Pencatat Nikah
Kantor Urusan Agama Kecamatan Bolo Kabupaten Bima sesuai dengan
Kutipan Akta Nikah Nomor 938/Kua.19.06.2/PW.01/08/2016 tanggal
tanggal 01 Agustus 2016 :
Bahwa, selelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat berternpat
tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Rato Kecamatan Bolo
Kabupaten Bima selama 6 bulan, kemudian pindah dirumah milik bersama di
Kelurahan Manggemaci Kecamatan Mpunda Kota Bima selama 14 tahun 5
Selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun
sebagaimana layaknya suami isteri namun belum dikaruniai keturunan
Bahwa, sejak bulan Agustus 2015 antara Penggugat dengan Tergugat
terus-menerus tegadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan
akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan antara lain :
a. Tergugat tidak menjamin nafkah lahir batin Penggugat;
b.Tergugat sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) ;
Bahwa puncak keretakan rumah tangga antara penggugat dan
tergugattersebut terjadi pada tanggal 13 Juli 2016, tergugat mengusir
Penggugat yang akibatnya Penggugat pergi meninggalkan tergugat dan

memilih tinggal dirumah kos di Krluarahan sadia Kecamatan Mpunda Kota
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Bima,selama itu Tergugat sudah tidak memperdulikan Penggugat, tidak ada

lagi hubungan lahir maupun batin sampai sekarang;

5. Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pemnah diupayadamaikan oleh
keluarga dan tokoh masyarakat namun tidak berhasil

6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan
tergugat, sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan
untuk membentuk rumah tanoga yang sakinah, mawadah, dan rahmah
sudah syulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak
tdak melanggar norma hukum dan noma dgama maka perceraian

menupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan

permasalahan antara Penggugat dan tergugat:
Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Penggugat memohon kepada
Pengadilan Agama Bima agar memutuskan sebagai berikut:
A, Primer
1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat:
3. Membebankan biaya perkara kepada Pengguggat sesuai aturan yang
beraku;
B. Subsidair
Dan atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya berdasarkan
pertimbangan Majelis Hakim.
Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan,
Penggugat dan Tergugat tefah hadir di muka sidang dan Majelis Hakim telah

mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
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Bahwa pada sidang berikutnya tergugat sudah tidak hadir lagi, hingga
saat pembuktian tergugat tidak hadir dan tidak dapat diambil keterangannya
pada saat bukti dari Penggugat:

Bahwa, dalam upaya memenuhi ketentuan PERMA No. 1 Tahun 2016
Majelis Hakim telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk
menempuh proses mediasi dengan mediator -

Bahwa Penggugal dan Tergugat telah menempuh proses mediasi
sebagaimana laporan mediator tanggal 17 Oklaber 2016 akan tetapi medias)
yang dilaksanakan tidak berhasil:

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat gugatan
Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat:

Bahwa atas gugatan tersebut, Tergugat memberikan jawaban sebagai
berikut:
1.Bahwa, benar identitas Penggugat dan Tergugat
2.Bahwa, benar Penggugat dan Tergugat menikah pada 04 Januari 2002

dan belum dikaruniai anak;
d.Bahwa, benar ada perselisihan dan pertengkaran sepertl apa yang
didalilkan oleh Penggugat dan tidak benar bahwa tergugat tidak menafkahi
Penggugat dan melakukan kekerasan dalam rumah tangga tidak benar
pula;
4 Bahwa benar telah tinggal pisah dan Penggugat vang tinggalkan tergugat;
5.Bahwa, benar telah didamaikan oleh keluarga namun tidak berhasil -
6..Bahwa, Tergugat tidak keberatan bercerai:

Bahwa Penggugat dan Tergugat masing-masing telah mengajukan

replik dan duplik yang isi pokoknya sebagaimana tercantumn dalam berita

acara sidang;
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Bahwa untuk membukiikan dalil-dali gugatannya, Penggugat telah
mengajukan alat bukti berupa ;

Surat :

Faotokopi Kartu Tanda Penduduk Kecamatan Bolo Kabupaten Bima,
Nomor:5272017001700002 tanggal 07-08-2012 yang dikeluarkan oleh
Pemerintah Kota Bima, Bukti surat tersebut telah diberi materel cukup dan
telah dicoeokan dengan aslinya vang ternyata sesuai. Oleh ketus majelis

diberi tanda P 1;

Fotokopi  Duplikat Akts Nikah MNomar 938/Kua. 19.06.2/PW.01/08/2016

Tanggal 01 Agustus 20186. yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama

Kecamatan Bolo Kabupaten Bima, Bukti surat tersebut telah diberi materei

secukupnya dan telah dicocokan dengan aslinya yang temyata sesuai.dan

kemudin diberi tanda P.2

Saksi

Nama Mirafudin St bin H. Mansyur..,Umur, .43 tahun... Agama |slam,

Pekefjaan..PNS.Tempat Kediaman di. Rt 18/07/. Keluarahan .Jatiwangi

Kecamatan Asakota Kota Bima., Saksi menerangkan bahwa ia mengaku

sebagai saudara kandung.Penggugat; dibawah sumpahnya member

keterangan sebagai berikut:

* Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah
sebagai saudara kandung Penggugat;

* Bahwa Penggugat bermama Rosmawali binti Drs. Mansur, sedangakn
tergugat bernama M. Husni Thamrin .SP bin M. Saleh

* Bahwa Penggugat dan tergugat setelah menikah tinggal dirumah orang
tua Penggugat di Desa Rato Kecamatan Bolo Kabupaten Bima

. Bahwa sejak menikah Pe nggugat dan tergugat belum ada keturunan:
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+ Bahwa setahu saksi rumah tangga Penggugat dan tergugat sudah tuidak

harmonis lagi, disebabkan tergugat tidak menafkahi Penggugat, dan
selalu melakukan kekerasan dalam rumah tangga;
Bahwa Penggugat dan tergugat sudah pisah tempat tinggal selama 3
bulan, dan Penggugat yang tinggalkan tergugat;
Bah\:ra Penggugat dan tergugat sudah diousahakan damai oleh
keluarga, namun tidak berhasil:
Mama ©Siti Rahmawatl binti Asikin. Umur,.35. tahun. Agama  Islam,
Pekerjaan...Honorer.,, Tempat Kediaman di.Kelurahan  Sadia
Kecamatan Mpunda Kota Bima, Saksi menerangkan bahwa ia mengaku
sebagai teman kerja.Penggugat, dibawah sumpahnya memberi
keterangan sebagai berikut:
Bahwa saksi kenal dengan Fenggugat dan Tergugat karena saksi adalah
sebagai saudara kandung Penggugat:
Bahwa Penggugat bemama Rosmawati binti Drs. Mansur, sedangakn
tergugat bernama M. Husni Thamrin ,SP bin M. Saleh
Bahwa Penggugat dan tergugat setelah menikah tinggal dirumah orang
tua Penggugat di Desa Rato Kecamatan Bola Kabupaten Bima
Bahwa sejak menikah Penggugat dan tergugat belum ada keturunan;

Bahwa setahu saksi rumah langga Penggugat dan tergugat sudah
tuidak harmonis lagi, disebabkan tergugat tidak menafkahi Penggugat,
dan selalu melakukan kekerasan dalam rumah tangga;
Bahwa Penggugat dan tergugat sudah pisah tempat tinggal selama 3
bulan, dan Penggugat yang tinggalkan tergugat;
Bahwa Penggugat dan tergugat sudah diousahakan damai oleh

keluarga, namun tidak berhasil;
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Bahwa Penggugat dalam kesimpulannya tetap dengan dalil
gugatannya ;

Bahwa Tergugat dalam kesimpulannya tetap dengan jawaban dan
dupliknya ;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang
termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak
terpizahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah
sebagaimana terurai di atas:

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat datang menghadap di
muka sidang;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan
Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil dan proses mediasi juga tidak
berhasil/gagal;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat dan bukti P.1
dan keterangan saksi-saksi di muka sidang, maka harus dinyatakan terbukti
bahwa Penggugat dan Tergugat adalah warga Negara yang tercatat secara
Administrasi sebagai penduduk yang berdomisili/bertempat tinggal di wilayah
Kabupaten Bima dan lagi pula perkara ini termasuk sengketa dibidang
perkawinan sebagaimana yang dimaksud oleh Undang-undang Nomor 1
tahun 1974 oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara ini
termasuk kewenangan Pengadilan Agama Bima sebagaimana yang
dimaksud oleh Pasal 04 Ayat (1) dan Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) dan pasal

f3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama

Lilows =7 o A M. o e
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sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomear 03 tahun 2008
dan Undang Undang Nomor 50 tahun 2008:

Menimbang, bahwa berdasarkan dafil-dalil gugatan Penggugat yang
telah dibuktikan dengan Bukti P2 dan saksi-saksi dipersidangan maka telah
terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri
sah yar:g telah menikah menurut ketentuan Hukum Islam dan Perundang-
undangan yang berlaku sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 2 Undang-
undang Nomor 1 tahun 1874 Jo Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah
Nomar 9 tahun 1975 Jo Pasal 4 dan 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam ¢

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya mendalilkan
bahwa rumah tanggasudah tidak harmonis lagi , dikarenakan tergugat tidak
menafkahi Penggugat dean suka melakukan kekerasan dalam rumah tangaa

Menimbanmg, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah memenuhi
persyaratan yang telah ditentukanm oelh peraturan perundangan yang
berlaku secara formil gugatan Penggugat tersebut dapat dipterima:
Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat telah
memberikan jawaban secara lisan yang pada pokcknya membenarkan dan
membantah sebagian lainnya apa vang didalilkan oleh Penggugat dama
surat gugatannya;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak keberatan diceraikan oleh
Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan proses persidangan tersebut di atas
maka dapat di konstatir peristiwanya bahwa rumah tangga Penggugat dan
Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena se ring terlibat dalam perselisihan
dan pertengkaran disebabkan karena tergugat tidak menafkahi Penggugat,

dan lagi pula tergugat suka melakukan kekerasan dalam rumah tangga
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hingga puncaknya Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal

selama 3 bulan dan selama itu pula telah didamaikan aleh keluarga serta
tokoh masyarakat, namun tidak berhasil -

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil gugatannya, Penggugat
telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi, dibawah sumpahnya telah
membe;ikan keterangan yang pada pokoknya menguatkan alasan
perceraian sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat, keterangan mana
antara saksi yang satu dengan saksi yang lainnya saling bersesuaian,
sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa kesaksian para saksi tersebut
paik secara formil maupun secara materil dapat diterima dan dijadikan
sebagai alat bukti yang mempunyai nilai kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan di muka sidang,
maka telah ditemukan fakta-fakta yang menunjukkan adanya keretakan
rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sehagai berikut
Bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan
bertengkar yang terus menerus;

Penggugat dan Tergugat sekarang ini telah pisah tempat tinggal sejak 3
bulan yang lalu;

Penggugat dan Tergugat telah didamaikan oleh saksi, dan keluarga dan
tokoh masyarakat, namun tidak berhasil dan kelihatannya sudah tidak ada
lagi harapan untuk hidup rukun kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka
patut diduga bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga
yang bahagia dan kekal serta mewujudkan kehidupan rumah tangga yang
sakinah mawaddah dan warahmah sebagaimana dikehendaki oleh Pasal 1

Undang-undang Momor 1 tahun 1974 Jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam
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Disclaimer

sudah tidak dapat dicapai lagi oleh Penggugat dan Tergugat sehingga

Majelis Hakim berpendapat bahwa keutuhan rumah tangga kedua belah
pihak sudah tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa ikatan pernikahan tidak hanya sebatas pada
hubungan fisik dan materil akan tetapi lebih menitik beratkan pada ikatan

.
bathin atau ikatan jwa yang mendalam yang terhujam dalam kalbu/hati
sanubari sebagai mana yang ditekankan oleh Allah SWT. Q5. Ar-Rum Ayat
(21), yang arinya: "Dan diantars tands-tanda kekuasaan-Nya falah dia
mencipiakan unfukry istri-istd dari fernis mu sendir, supaya kamu cenderung
dan merasa lenteram kepadan va dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih
sayang. Sesunggufinya pada yang demikisn itu benar-benar terdapat tanda-
tanda bagi kaum berpikir

Menimbang, bahwa Upaya-Upaya yang telah dilakukan aleh keluarga
dan tokoh masyarakat serta Hakim mediator dan Majelis Hakim sendiri
selama proses persidangan, namun tidak membuahkan hasil atau dengan
kata lain tidak menggoyahkan keinginan Penggugat bercerai dari Tergugat,
itu pertanda bahwa ikatan batin/ikatan jiwa Penggugat terhadap Tergugat
sudah tidak ada lagi :

Menimbang, bahwa ditinjau dari segi penyelesaian masalah maka
perceralan merupakan satu-satunya alternatif terbaik bagi Penggugat dan
Tergugat untuk mengakhiri persoalan rumah tangganya, sebab jika rumah
tangga keduanya telap dipaksakan untuk dipertahankan, malah justru akan
menimbulkan dampak negatifimudharat yang lehih besar;

Menimbang, bahwa ditinjau dari segi kemaslahatan maka perceraian
pun akan jauh lebih baik bagi kedua belah pihak dari pada harus hidup

terkatung-katung dalam perkawinan/rumah tan gga yang sakit;
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Menimbang, bahwa terhadap keluarga yang sudah pecah sedemikian
rupa, Majelis berpendapat jika tetap dipertahankan, maka bukan kebahagian
yang akan diperoleh, akan tetapi beban penderitaan baik fisik maupun psikis
yang akan dirasakan oleh kedua belah pihak, sehingga perceraian
dipandang cukup adil untuk dijadikan jalan keluar;

Mdnimbang, bahwa Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun
1974 menyebutkan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup
alasan bahwa antara suami isteri itu tidak akan hidup rukun sebagai suami
isteri Jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 2 tahun 1875 Jo
Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yang juga menyebutkan bahwa -
“antara suami istri terus menerus tefadi perselisihan dan pertengkaran dan
tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga *

Menimbang, bahwa terhadap persoalan rumah tangga yang sedang
dialami oleh Penggugat sehingga menimbulkan sikap kebencian terhadap
suaminya, maka Majelis Hakim memandang perlu mengetengahkan
pendapat seorang Ulama Islam yang bernama Al Majdi, sebagaimana

termuat dalam Kitab Ghoyatul Marrom yakni:
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Artinya: Diwaktu si Istri sudah sangat tidak senang terhadap suaminya, maka Hakim
dapat menjatuhkan talak si suami (Kitab Ghoyaltu! Marrom ofeh Al Majdi)

Menimbang, bahwa selain dari pada itu perselisihan dan pertengkaran

terus menerus jtu untuk tidak melihat siapa yang bersalah yang menjadi

penyebab perselisihan dan pertengkaran, tetapi yang penting apakah benar

rumah tangga itu telah pecah dan sulit didamaikan lagi, lagi pula dalam

perkara a quo sudah tidak dapat didamaikan lagi, serta tidak serumah lagif
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sudah tidak satu atap lagi, sehingga dimungkinkan terjadinya perceraian
sesual dengan pendapat Sayyid Sabiq dalam Kitab Figh Sunnah Jilid |t
halaman 18B
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Artinya: “Bifa lefah tetap gugatan ister di hadapan Hakim dengan bukti darf pihak
isteri atau pengakuan suami, sedangkan adanya hal yang menyakitkan itu
disebabkan tidak adanya hubungan baik diantara keduanya dan Hakim tidak
dapat mendamaikannya, maka Hakim dapat manjatubkan talak suari
tersebul dengan lalak bain™,

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sangat sependapat dengan
pendapat Ulama Islam pengarang kitab tersebut sehingga Majelis Hakim
mengambil alih pendapat tersebut menjadi pendapat sendiri dalam
memutuskan perkara ini,

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang telah dipertimbangkan di
atas lalu dihubungkan dengan Pasal-Pasal dan dalil syara’ yang juga
sebagaimana yang telah dipertimbangkan di atas, maka tujuan Penggugat
yang memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan talak satu bain

v sughra Tergugat (M. Husni Thamrin, SP bin M. Saleh) terhadap
Penggugat {(Rosmawati, S. Pd binti Drs. Mansyur) telah terbukti memenuhi
alasan hukum dan tidak melawan hak dan oleh karenanya gugatan
Penggugat dapat dikabulkan sebagai mana dimaksud Fasal 119 ayat (2)
huruf ( €) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-undang Nomar 7

Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Panitera Pengadilan Agama Bima
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diperintankan untuk mengirimkan salinan Putusan kepada Pegawal Pencatat
Mikah dimana Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal dan kepada
Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat
dilangsungkan;

Menimbang, bahwa karena perkara 8 guo masuk bidang perkawinan,
maka bgrdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomeor 7 tahun 1989
Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-
undang Nomor 3 tahun 2008, dan perubahan kedua dengan Undang-undang
Momar 50 tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan
hukum I|slam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat |

2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (M. Husni Thamrin, SP bin M.
Saleh) terhadap Penggugat (Rosmawati, 5. Pd binti Drs. Mansyur);

3.  Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Bima untuk
mengirimkan salinan pulusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada
Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bolo Kabupaten
Birma Kabupaten Bima guna dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

4.  Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biava vang timbul dalam
perkara ini sejumilah Rp 301.000 { tiga ratus satu ribu rupiah ),

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis
Hakim pada hari ini Senin tanggal 24 Oktober 2016 Masehi bertepatan
dengan tanggal 23 Muhamam 1438 Hijriah oleh Hakim Pengadilan Agama
Bima yang terdii dari Mulyadi, S.Ag. sebagai Ketua Majelis, Drs.

Mchammad Agus Sofwan Hadi dan Muhamad Ilsna Wahyudi, S.H.l,
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M.S.1. masing-masing sebagai anggota Majelis, putusan mana pada hari itu
juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis
tersebut dengan didampingi oleh Anggota Majelis tersebut di atas dan
dibantu oleh Suhartati, SH. sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Agama

tersebut dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

& o
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Hakim Anggota Ketua Majelis
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Drs. M. Agus Sofwan Hadi Mulyadi, S.Ag.

\ Hakim Anggota,

M. Izna Wahyudi, S.H.l., M.S.L.

Panitera Pengganii,

Suhartati, SH.

Perincian Biaya Perkara

1. Pendaftaran P Rp. 30.000,-

2. Proses :Rp. 50.000,-

3. Panaggilan :Rp. 210.G00, -

4, Redaksi :Rp. 5.000-

5, Materai :Bp.  B.000.-

Jumiah Rp 3061000 -
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